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PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANGTAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang :

Mengingat

a.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penerima tambahan
penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di LingkunganPemerintah Kabupaten Siak berdasarkan peningkatan beban kerja,untuk meningkatkan kinerja pegawai serta menjaga motivasi kerja,maka Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentangTambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, perlu disesuaikan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentangTambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak,

b.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945,
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran NegaraTahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4880),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6398),

3.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494):

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258):

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037:

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 6041):

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322):
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentangPedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasil Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentangAnalisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1483),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019
Nomor 157),
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SiakTahun 2019 Nomor 6
Seri A):



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIAK NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 9) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada
pegawai ASN yang menjadi bagian dalam pejabat pengelola keuangan daerah
(PPKD), PNSD yang bertugas melakukan perencanaan dan Penelitian, Penyusunan
Anggaran, pengelola keuangan pada SKPD/Unit Kerja, Pengelola Barang,
Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),
Perizinan dan Penanaman Modal, Unit Kerja yang membidangi urusan dibidang
Hukum, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Penegakan/Pengamanan
Perda, Penanggulangan Bencana, Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR),
Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Petugas
Administrasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah, Petugas Penyuluhan/Pengawas,
Jabatan Fungsional Tertentu, Pelayanan Paten Kecamatan, dan Pelayanan
Kesehatan.
TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. '

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
: de 07 April 2020

UPATI

FEDRI

pada tanggal 07 April 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 22


